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PERATURAN DIESA KIETANGGUNGAN
KIECAMATAN DUKUITURI KABUPATEN TEGAL
NOMOR 02 TAHUN 2018

TENTANG
RIENCANA KIERJA PEMERINTAH DESA
( RKPDes )
DISSA KIETANGGUNGAN KECAMATAN DUKUHTURI
3 FAHUN 2018

DIENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KETANGGUNGAN,

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79  Undang-
undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah
Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa
sesuni dengan kewenangannya dengan mengacu pada
perencanaan pembangunan Kabupaten.

b, bahwa perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada huruf a,terdiri dari RencanaPembangunan
Jangka Menengah  Desa untuk jangka waktu 6
(enam)Tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP
Desa) untuk jangka waktu 1 (satu)tahun yang merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Mencngah

Wmnya ditetapkan dengan peraturan Desa;

8 n pertimbangan sebagaimana dimaksud

‘dan b,perlu menetapkan Peraturan Desa

Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa
hun 2018.
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. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Mengingat

Pembentukan Dacrah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2.  Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004  tentang

Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang

o

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dacrah Tingkat Il
Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Tegal ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian  dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

~J

Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan

——

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang
tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008,
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Tegal;

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 tahun 2014\
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah
(RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019;

Dengan Persetujuan Bersama
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T

HADAN PERMUSYAWARATAN DIESA KETANGOUNGAN
dan
REEPALA DESA KETANQOUNGAN
MEMUTUSKAN:
Nenetapkan @ PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA KETANGOUNGAN TAHUN 2018

LA
KRETENTUAN UMUM

Panal |

Dalam Peraturan Desa ind yang dimaksud dengan:

s L. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan sebutan
lain, selanjuinya disebut Desa adalah kesatuan masyarakal hulcum yang
memiliki batas batas  wilavah yang berwenang untuk mengatur dan
mengunis kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan
adat istiadat  setempat  yang  dinkui  dan  dihormati - dalam  sistem
Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

2. Desa adalah Desa Ketanggungan  Kecamatan  Dukuhturi Kabupaten

Tegal.

A Kepala Desa adalah Kepala Desa Ketanggungan Kecamatan Dulkuhturi

Rabupaten Tegal,

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

& Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagal unsur

penyelenggara pemerintahan desa.

Pendapatan desa adalah hak Pemerintah Desa, yang dinkui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih,
Ketanggungan  adalah  Pemimpin  Penyelenggara

musyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah
Legalisasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan
‘ Pendapatan dan  Pembelanjaan  Desa  dan

Ketanggungan,
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9. Peraturan Desa adalah semua peraluran yang ditetaplan oleh Kepila
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (1310
10, Keputusan Kepala Desa adalah semua leputusan yang bersifal mengai

dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dini kebijakspninn

*'LWF-W1

Kepala Desa  yang menyangkut — Pemerintah, Pembangunan tan

Kemasyaralkatan,

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa  yang selatijutnygi

‘F disingkat RPJM-Desa adalah Dokumen Perencanaan pntuke Priode 6
Enam ) tahunan yang memuat arah kebijakan Pembangunan [ieam,arak
Kebijakan Keuangan Desa,Kebijakan  Umum, Program, Program Bl

| Kerja Perangkat Dacrah ( SKPD ) lintas SKPD,dan Progrom Proritas

N kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnys disinglat KIKP-Desn

adalah Dokumen Perencanaan untule priode |
esn yang memunl rencanis keranglo

( sutu ) tahun ynrng

merupakan penjabaran dari RPPJM-D
Ekonomi Desa,dengan mempertimbanglkan keranghn pendannan yang

dimutakhirkan,program prioritas Pembangunan Desn,rencans kerja dan

pendanaan serta perakiraan maju,baik yang dilaksanakan langsung oleh

prtisipatip
( RKI”)

Pemerintah Desa maupun yang ditemnpuh dengan mendorong p
masyarakat dengan mengacu lkepada Rencana Kerja Pemerintah
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desn yang selanjutnys disinglent
LPM-Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesunl dengan

kebutuhan dan  merupakan mitra  Pemerintah  Desa dalam

memberdayakan masyarakat,

14. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnyn disebut KPM -
Desa adalah anggota masyarakat Desn yang mermnilild
pengetahuan kemampuan dan kemauan untuk menggerakan masynarikat
berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan  pembangunan

partisipatif

5 15 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desn dan selanjutnya disinglat

MUSREMBANG Desa adalah  forum musyawarah  tahunan  yang

~ dilaksanakan sccara partisipatif oleh para pemanglu kepentingan desn (

hak berkepentingan untulk mengatasi permasalahan dan pihak yang
kena dampak hasil musyawarah ).

Desa adalah kondisi yang menggambarkan situnsl yang

¢ mengenai sumber daya manusin,sumber dayn alam,

‘daya lainnya,serta dengan mempertimbanglanantars
' pelindungan  terhadap anale, pemberdnynnn

i
i
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keluarga keadilan  bagi maavarakat  miskin,warga  disabilitas  dan
marginal pelestarian linghungan hidup, pendayagunaan telkhnologi tepat
guna dan  sumber daya lokal,pengariia Wtamaan  perdamalan, serta
kearifan lokal.
17, Anggaran  Dendapatan  dan Welanja  Dean yang aelanjutnya  disebut
E APBDesa adalah Rencana Revangan Tahunan Pemerintahan Desa yang
i dibahas dan disepakati berrama oleh Pemerintah Desa dan Badan
E
E
F

Permugyawaratan Dera, vang ditetapkan dengan Peraturan Dena.

18, Dana Desa adalah Dana vang beraumber dart Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara vang diperuntukkan bagt desa yang di tranafer melalui
Anggaran  Pendapatan  dan  Helanja Dacrah  Kabupaten/Kota  dan
digunakan  untuk  membiayal Penvelenggaraan Pemerintahan,

! Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan,dan

! Pemberdayaan Masvarakat,

190, Alokasi Dana Desa,selanjutnva digingkat ADD,adalah Dana Perimbangan
ah dikurangi Dana Alokasi Khusus

yvang diterima Rabupaten/kota setel

20. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter Desa yang
a alam, sumber daya

meliputi data dasar Keluarga, potenst sumber day

manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan

kemajuan dan permasalahan yang di hadapt di desa,
21. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Desa yang diinginkan.
22.Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan

sehinga Visi dapat terwyjud secara efekul dan efisien,

BAB 11
SISTEMATIRA
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

' Pasal 2
). Rencana Kerja Pembangunan Desa Ketanggungan Tahun 2018 disusun
dengan sistematika sebagai berikut :
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BAB Il : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
- A.Visidan Misi

~ B. Gambaran Umum Sosial Budaya

: C. Gambaran Umum Infrastruktur

1 BAB Ill : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Pada RKPdesa tahun 2017

B. Identifikasi masalah Berdasarkan RPJM Desa

. | C. Identifikasi masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat anatara lain
: bencana alam, Krisis Politik, krisis Ekonomi dan atau kerusakan

& Sosial yang berkepanjangan.

D. Identifikasi masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan

13 Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembngunan Skala Desa Tahun 2018
B. Kebijakan Keuanagan Desa

BAB V : PENUTUP

: si Rencana Kerja Program dan Kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2018
saimana tercantum dalam dalam Lampiran V.

Pasal 3

a Kerja Pembangunan Desa Tahun 2017 merupakan landasan dan
man bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
akat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2018,

Pasal 4

n pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
' ‘mmpman, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana
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TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENIETAPAN RIKP-DISHA
Prsnd 5

1. Rencana RKP-Desa dapat dinjulaan oleh Pemerintnhnn Dewn,

ﬂ Dalam menyusun RKP-Desa, Pemerintahan Desn harus memperhatilan
dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di manyarakat yang
diwadahi oleh LPMD /LKMD.

3. RKP-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala
Desa  Kepada pemangku  kepentingan  yaitu:  LPMD/LKM, Lembagn
Kemasyarakatan, PKK, KPMD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan
lainnya.

4. Setelah menerima  rancangan  RKP-Desa,  Pemerintahan  Desa
melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala

: Desa tentang perencanaan pembangunan Desa.

3 5. Jika RKP-Desa berasal dari Pemerintahan Desa, maka Pemerintahan Desa
mengundang LPMD/LKMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, tokoh
agama, tokoh masyarakat, dan Lin-lain untuk melakukan Musrenbang
Desa.

;'6. Setelah dilakukan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat

‘ (4) dan (5), maka Pemerintahan Desa menyelenggarakan rapat paripurnia

| yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintahan Desa serta LPMD/LKMD dan
Lembaga Kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas
rancangan RKP-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.

'{ Setelah mendapat persetujuan Pemerintahan Desa sebagaimana yang

A dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menctapkan RKP-Desa, serta

.~ memerintahkan Sekertaris Desa atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk

mengundangkan dalam lembaran Desa.

BAB IV
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP-DESA
4 Pasal 6
Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai nilai demokrasi,para
ppotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPMD atau

butan lain dalam férum musrembang Desa.
nisme pengambxlan keputusan dalam forum musrembang Desa

BAB V

s ee————
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PENUTUP
Pasal 7
P Desa dapat di ubah dalam :
Terjadi peristiwa khusus,seperti  Bencana Alam, krisis Politik krisis
Ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; alau
Terdapat perubahan mendasar atas Kebijakan Pemerintah Pemerintah

Daerah Provinsi,dan/atau Pemerintah Dacrah Kabupaten.

‘.
iy

4 Pasal 8

‘Perubahan RKP Desa scbagaimana dimaksud dalam Pasal
utnya ditetapkan dengan

7 dibahas dan

foepakati dalam musrembang Desa dan  sclan)
Peraturan Desa,

' Pasal 9
erdasarkan Rencana Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDES Tahun
Anggaran 2018.
Pasal 10
L. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Desa ini,sepanjang mengenzi
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut olch keputusan Kepala Desa.
Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan Agar setiap
orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Ketanggungan
Pada Tanggal : 30 Januari 20158
ALA DESA KETANGGUNGAN
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